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ABSTRACT
Adultery that in terms of customary criminal law known as drati karma a deviant act and 
violates decency offense under customary law. It is considered a serious offense and is a 
destructive act of moral and behavior that damages the harmony and balance, causing 
impure state (cuntaka). From the description that has been proposed, as for the formulation 
of the problem that arises in this paper is: “Does Crime Decency act in the field of ethics 
(Adultery) who had been sentenced to criminal sanctions in accordance with the Criminal 
Code may also be subject to criminal sanctions custom?”
This type of research used in this research is the research journal of law by using the approach 
of normative aspect in this case means that the laws of science research using normative 
legal research. Normative legal research done through the inventory of positive law as a 
basic introduction before conducting research activities.
The study results showed that the process of law enforcement by law enforcement officers in 
the enforcement of national legislation (the Criminal Code) and village that enforce local 
village who was born based on local wisdom each more attention and importance of concepts 
of justice. Legal certainty is applied based on the Law and the Constitution of the Pancasila. 
Law enforcement does not mean sanctions but tends to give priority to justice (Restorative 
Justice) so that the public at large can understand, be aware of and comply with applicable 
norms.

Keywords: Adultery, Decency, Indigenous Criminal, Criminal General (Criminal Code).
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I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.

T�ndak P�dana kesopanan d�bentuk 
untuk mel�ndung� kepent�ngan hukum 
(Rechtbelang) terhadap rasa kesopanan 
masyarakat (rasa kesus�laan termasuk 
d�dalamnya). Keh�dupan sos�al manus�a 

dalam pergaulan sesamanya sela�n d�landas� 
oleh norma- norma hukum yang meng�kat 
secara hukum, juga d�landas� oleh norma- 
norma pergaulan ya�tu norma- norma 
kesopanan. Norma- norma kesopanan 
berp�jak pada tujuan menjaga kese�mbangan 
bat�n dalam hal rasa kesopanan bag� set�ap 
manus�a dalam keh�dupan bermasyarakat. 

Patokan patut atau t�dak patutnya suatu 
t�ngkah laku yang d�anggap menyerang 
kepent�ngan hukum mengena� rasa 
kesopanan �tu t�daklah semata- mata bers�fat 
�nd�v�dual, tetap� leb�h ke s�fat un�versal 
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walaupun mungk�n mengena� suatu hal 
tertentu leb�h terbatas pada l�ngkungan 
masyarakat tertentu. N�la� – n�la� kesopanan 
yang d�junjung t�ngg� oleh masyarakat yang 
mencerm�nkan s�fat dan karakter suatu 
l�ngkungan masyarakat bahkan suatu bangsa 
( bers�fat nas�onal ), telah teradops� d�dalam 
norma- norma hukum mengena� t�ndak 
p�dana terhadap kesopanan �n�. 

Dalam usaha negara menjam�n 
terjaganya n�la�- n�la� kesopanan yang 
d�junjung t�ngg� oleh warga masyarakat 
�n�lah d�bentuk t�ndak p�dana dalam Bab XIV 
buku II KUHP mengena� kejahatan terhadap 
kesopanan ( dan d�s�ngkat menjad� kejahatan 
kesopanan ) dalam BAB VI buku III KUHP 
mengena� pelanggaran terhadap kesopanan. 
Pembag�an t�ndak p�dana kesopanan yang 
tersebut d�atas sesua� s�stem KUHP yang 
membedakan antara kejahatan (buku II) 
dengan pelanggaran ( buku III ). Berdasarkan 
pert�mbangan pembentuk undang- undang 
mengena� obyek rasa kesopanan masyarakat 
�tu, dapat d�p�lah antara penyerangan terhadap 
rasa kesopanan yang bercorak kejahatan 
d�mana s�fat penyerangan pada kepent�ngan 
hukum mengena� rasa kesopanan yang leb�h 
berat dar�pada penyerangan terhadap rasa 
kesopanan yang bercorak pelanggaran maka 
undang- undang �n� membag� t�ndak p�dana 
kesopanan �n�, menjad� kejahatan kesopanan 
d�muat dalam bab XIV ( M�sdr�jven tegen de 
zeden ) pasal 281- 303 b�s dan pelanggaran 
kesopanan bab VI ( Overtred�ngen betreffende 
de zeden ) pasal 532- 547. Pada kenyataannya 
memang pelanggaran kesopanan �n� leb�h 
r�ngan dar�pada kejahatan kesopanan.

Untuk kata zeden dalam kal�mat 
Misdrijven tegen de zedendan Overtredingen 

betreffende de zedend�terjemahkan dalam 
bahasa Indones�a dengan kata kesus�laan dan 
kesopanan. Kata kesus�laan telah d�paham� 
oleh set�ap orang, sebaga� suatu pengert�an 
adab sopan santun dalam hal berhubungan 
dengan seksual atau dengan nafsu b�rah�. 
Apab�la k�ta menganut pendapat pada 
umumnya ahl� hukum k�ta yang menyatakan 
bahwa kesus�laan dalam suatu pengert�an 
adat �st�adat mengena� t�ngkah laku dalam 
pergaulan dalam h�dup yang ba�k dalam 
hal berhubungan dengan masalah seksual, 
kesopanan yang juga berasal dar� kata yang 
sama yakn� zeden seharusnya juga dem�k�an. 
Menurut w�rjono prodjod�koro pelanggaran- 
pelanggaran tentang kesopanan, t�ndak 
p�dana kesopanan �tu d� bag� menjad� 2 
macam, yakn� antara la�n :
1. T�ndak p�dana melanggar kesus�laan 

(Zedel�jkhe�d). Untuk kejahatan 
melanggar kesus�laan terdapat pada 
pasal 281 sampa� dengan pasal 299, 
sedangkan untuk pelanggaran golongan 
pertama kesus�laan �n� d�rumuskan 
dalam pasal 532 sampa� dengan pasal 
535.

2. T�ndak p�dana melanggar kesopanan 
(Zeden ) yang bukan kesus�laan, art�nya 
t�dak berhubungan dengan masalah 
seksual, untuk kejahatan kesopanan �n� 
d�rumuskan dalam pasal 300 sampa� 
dengan pasal 303. Sementara �tu untuk 
jen�s pelanggaran terhadap kesopanan 
(d�luar hal yang berhubungan dengan 
masalah seksual ) d�rumuskan dalam 
pasal 536 sampa� dengan 547.2

2 W�rjono Prodjod�koro, Pelanggaran pelanggaran 
Tentang Kesopanan, Rajawal� Pers Jakarta, 2005 
hlm.115- 116.



283

Magister Hukum Udayana •  Jul� 2015
ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 4, No. 2 : 281 - 291

Untuk bentuk-bentuk t�ndak p�dana 
yang d�rumuskan dalam bab XIV buku 
II maupun bab VI buku III KUHP dapat 
d�bedakan antara kejahatan dengan 
pelanggaran d� b�dang adat �st�adat ba�k 
d�b�dang yang berhubungan dengan 
masalah seksual maupun d�luar mengena� 
masalah seksual. Karena pada kenyataannya 
kejahatan- kejahatan maupun pelanggaran 
yang d�rumuskan dalam bab XIV buku II 
maupun buku III memang secara jelas dapat 
d�bedakan antara dua b�dang kepent�ngan 
hukum tersebut. Dengan meng�kut� pendapat 
w�rjono, maka kata zeden dalam t�tel asl� bab 
XIV buku II dan bab VI buku III yang d�tul�s 
dengan kata yang sama yakn� kesopanan, 
maka kesopanan dapat d�bag� ke dalam dua 
b�dang yakn� :
1. Kesopanan d�b�dang kesus�laan 

(zedel�jkhe�d )
2. Kesopanan d� luar b�dang kesus�laan 

(zeden ).
Akan tetap� perlu d�perhat�kan bahwa, 

j�ka mel�hat asal katanya dar� kata zeden 
dalam t�tel asl� bab XIV buku II dan bab 
VI buku III, tentu yang d�s�mpulkan d�atas 
tad� t�dak sesua� dengan yang d�maksud 
oleh pembentuk undang- undang. Karena 
undang- undang telah menentukan bahwa 
kata zeden dalam t�tel bab XIV buku II 
dan t�tel bab VI buku III terd�r� dar� kedua 
b�dang obyek hukum t�ndak p�dana tersebut, 
ya�tu mencangkup n�la�- n�la� adat �st�adat 
mengena� s�kap dan perbuatan dalam 
lapangan yang berhubungan dengan masalah 
seksual maupun yang d� luar masalah 
seksual. 

Seharusnya j�ka kata zeden d�tul�s 
dengan kata kesopanan, art� kata kesopanan 
�tu leb�h luas dar�pada kata kesus�laan, karena 
kesus�laan adalah bag�an dar� kesopanan.
Namun dalam kenyataannya, para ahl� hukum 
k�ta menggunakan dua �st�lah. Kesus�laan 
dan kesopanan sebaga� sal�nan dar� kata 
zeden dalam judul t�tel bab XIV buku II dan 
t�tel bab VI buku III. Kata kesopanan sebaga� 
kata la�n dar� zeden, berdasarkan pada 
kenyataan yang ada t�ndak p�dana mengena� 
kesopanan �tu dapat d�bedakan antara t�ndak 
p�dana terhadap rasa kesopanan d� b�dang 
seksual dan t�ndak p�dana kesopanan sela�n 
d� b�dang seksual.

Ketentuan mengena� hukum p�dana 
adat merupakan suatu aturan yang tertul�s 
maupun t�dak tertul�s yang berkembang dalam 
keh�dupan bermasyarakat adat, d�mana orang 
yang berada d� dalam komun�tas maupun 
ruang l�ngkup masyarakat adat d�waj�bkan 
tunduk dan melaksanakan ketentuan adat 
sebaga�mana d�maksud. Apab�la terjad� 
pelanggaran terhadap hukum adat maka 
akan d�kenakan sanks� sebaga�mana sanks� 
yang d�maksud bersumber dar� kesepakatan 
(mufakat) dar� tokoh- tokoh adat (Desa 
Mewicara). 

Kesepakatan �tu merupakan sanks� 
adat atas t�ndakan pelanggaran adat 
yang d�lakukan seh�ngga d�tuntut untuk 
mengembal�kan keadaan sepert� semula 
apa yang d�maksud ket�dakse�mbangan. 
(Kosm�s) melalu� rangka�an upacara maupun 
r�tual adat seh�ngga masyarakat merasa 
bahwa dengan r�tual tersebut kese�mbangan 
telah pul�h kembal� sepert� sed�akala. 
Namun sanks� dar� hukum adat tersebut 
terkadang d�luar konteks dar� aturan hukum 
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yang berlaku karena d�rasakan sangat berat 
meng�ngat antar satu aturan adat t�dak sama 
dengan aturan adat yang la�n. 

Sebaga�mana contoh kasus yang 
temukan karena kebetulan dalam hal �n� 
kam� selaku penul�s pernah d�tunjuk sebaga� 
narasumber dalam penyuluhan hukum dan 
sekal�gus masuk sebaga� t�m penyuluh 
hukum pada Kanw�l Kementer�an Hukum 
dan HAM Bal� yang bersama- sama dengan 
Pemer�ntah Kabupaten Badung melakukan 
penyuluhan hukum d� kantor perbekel desa 
sangeh kecamatan ab�an semal, d�sana 
terdapat salah satu permasalahan hukum 
adat yang masuk dalam delik Drati Karma 
(Perz�nahan). Salah satu warga desa mem�nta 
pendapat karena salah satu warganya yang 
telah ber�str� dengan cara pern�kahan d�mana 
perempuannya men�kah dengan perwak�lan 
(ker�s) dan hal tersebut d�benarkan menurut 
aw�g- aw�g yang berlaku d� desa setempat, 
meng�ngat calon suam� bekerja d� pelayaran 
(kapal pes�ar). Namun ket�ka sang suam� 
kembal� dar� kapal pes�ar justru t�dak 
mengaku� keabsahan pern�kahan yang 
d�lakukan oleh p�hak keluarga d� desanya. 
Malahan yang bersangkutan mem�l�k� wan�ta 
s�mpanan yang berstatus d�luar n�kah, hal 
tersebut d�tunjukan ket�ka s� suam� beralasan 
untuk berangkat kembal� berlayar tetap� 
justru t�dak dan yang bersangkutan t�nggal 
d� suatu tempat dengan wan�ta la�n yang 
dalam nota bene adalah wan�ta s�mpanan 
yang berasal dar� desa la�n. 

Seh�ngga warga desa merasa perbuatan 
tersebut telah mencemarkan kesuc�an areal 
desa dan mengenakan sanks� kesepekang 
terhadap s� lak�- lak� karena telah berbuat 
z�na (drat� karma) dengan anak gad�s d� desa 

setempat yang mas�h kategor� remaja (belum 
cukup umur).

1.2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang t�mbul 

dalam penul�san �n� adalah :
“Apakah perbuatan T�ndak P�dana 

Kesopanan d� b�dang kesus�laan ( Perz�nahan)  
yang telah d�jatuh� sanks� p�dana sesua� 
dengan KUHP dapat pula d�kenakan sanks� 
p�dana adat?”

1.3. Ruang Lingkup Masalah.
D� dalam masyarakat adat d�kenal 

dengan aw�g- aw�g adat sebaga� suatu hukum 
yang d�nyatakan h�dup dan berlaku bag� 
masyarakat adat setempat. Hukum p�dana 
adat merupakan salah satu hukum yang 
d�buat atas dasar kesepakatan masyarakat 
adat �tu send�r� untuk membuat suatu aturan 
yang akan d�laksanakan sebaga� wujud 
ketaatan terhadap aturan yang berlaku d� adat 
setempat.  Awig – awig adat atau del�k hukum 
adat d�buat untuk menjaga kese�mbangan 
antara kesuc�an dengan perbuatan masyarakat 
yang bernaung d�dalamnya. Seh�ngga aturan 
hukum yang d�buat akan menjad� tolak 
ukur perbuatan masyarakat yang d�anggap 
melanggar, tercela dan d�anggap suatu 
kejahatan.

Hukum P�dana Adat sebaga� salah 
satu komponen hukum asl� yang berlaku d� 
Indones�a sela�n hukum nas�onal mem�l�k� 
peranan yang sangat pent�ng se�r�ng perubahan 
parad�gma dan pola p�k�r masyarakat adat 
tersebut akan kead�lan yang d�anggap 
harus terpenuh�. Dalam hal �n� kead�lan 
yang �ng�n d�laksanakan meng�ngat terjad� 
berbaga� bentuk pelanggaran, kejahatan 
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bahkan kr�m�nal�tas dalam keh�dupan 
bermasyarakat khususnya.Tantangan negara 
pada umumnya untuk member�kan rasa ad�l 
terhadap masyarakat mas�h belum terpenuh�, 
seh�ngga masyarakat tersebut membuat 
suatu aturan untuk mereka patuh� dan taat� 
dem� terc�ptanya rasa kead�lan.

1.4. Landasan Teori.
Guna memecahkan masalah �n� maka 

penul�s menggunakan beberapa landasan teor� 
berka�tan dengan T�ndak P�dana Kesopanan 
D�b�dang Kesus�laan ( Perz�nahan ) dalam 
Hukum P�dana Adat serta Padanannya 
dengan KUHP.

Dalam hal �n� faktor yang menjad� aspek 
adalah faktor masyarakat, yakn� l�ngkungan 
d�mana hukum tersebut berlaku atau 
d�terapkan. Untuk sebaga� dasar pem�k�ran 
hal tersebut maka akan d�kemukakan teor� 
sebaga� ber�kut :

Untuk mereal�sas�kan kepast�an 
hukum yang berd�mens� pemenuhan dan 
perl�ndungan terhadap hak asas� manus�a 
maka dalam pemberlakuan suatu ketentuan 
hukum harus berlandaskan pada Teor� 
Keberlakuan Hukum. Menurut Sud�kno 
Mertokusumo Kekuatan berlakunya undang-
undang. ada t�ga macam, antara la�n :3

a. Kekuatan berlaku yur�d�s (Juristiche 
Geltung); Undang-undang mempunya� 
kekuatan berlaku yur�d�s apab�la 
persyaratan mater�al dan formal 
terbentuknya undang-undang �tu telah 
terpenuh�.

b. Kekuatan berlaku sos�olog�s 
(Soziologische Geltung); Hukum 
merupakan kenyataan d� masyarakat. 

c. Kekuatan berlaku filosofis (Filosofische 
Geltung); Hukum mempunya� 
kekuatan berlaku filosofis apabila 
kaedah hukum tersebut sesua� dengan 
c�ta-c�ta hukum (Rechtsidee) sebaga� 
n�la� pos�t�f yang tert�ngg�. Untuk 
memenuhi tuntutan berlaku filosofis 
maka harus memasukkan unsur �deal.

II. METODE PENELITIAN.
Dalam suatu karya �lm�ah, metode 

penel�t�an merupakan suatu keg�atan 
�lm�ah, yang d�dasarkan pada metode, 
s�stemat�ka dan pem�k�ran tertentu, yang 
bertujuan untuk mempelajar� sesuatu atau 
beberapa gejala hukum tertentu, dengan 
jalan menganal�s�snya, d� samp�ng �tu juga 
d�adakan pemer�ksaan yang mendalam 
terhadap faktor hukum tersebut, untuk 
kemud�an mengusahakan suatu pemecahan 
atas permasalahan- permasalahan yang 
t�mbul d� dalam gejala yang bersangkutan.4

2.1. Jenis Penelitian.
Jen�s penel�t�an yang d�gunakan dalam 

penel�t�an jurnal �n� adalah penel�t�an �lmu 
hukum dengan menggunakan pendekatan 
dar� aspek normat�f dalam hal �n� berart� 
bahwa penel�t�an �lmu hukum dengan 
menggunakan penel�t�an hukum normat�f. 
Penel�t�an hukum normat�f d�lakukan 
melalu� �nventar�sas� hukum pos�t�f sebaga� 
pendahuluan mendasar sebelum keg�atan 

3 Sud�kno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum : 
Suatu Pengantar, L�berty, Yogyakarta, hlm.94.

4 Za�nudd�n Al�, 2009, Metode Penelitian Hukum, S�nar 
Grafika, Jakarta, hlm.18
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melakukan penel�t�an. Sebelum penel�t�an 
sampa� kepada usaha penemuan norma 
hukum in conreto, atau kepada usaha 
menemukan asas dan doktr�nnya, atau sampa� 
pula kepada usaha menemukan teor�- teor� 
tentang Law in process dan Law in action, 
maka terleb�h dahulu harus mengetahu� 
apa saja yang terb�lang hukum pos�t�f yang 
tengah berlaku tersebut.5

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Delik Kesusilaan Dalam Hukum 

Pidana Adat

a. Kajian Delik Adat.
Masyarakat yang �deal adalah 

masyarakat yang tenang dan suasananya 
harmon�s. �de tersebut d�dasar� pada alam 
p�k�ran yang trad�s�onal yang bers�fat kosm�s 
yang mengutamakan adanya per�mbangan 
antara dun�a lah�r dan dun�a ga�b, antara 
golongan manus�a seluruhnya dan orang per 
orang, antara persekutuan dan masyarakat. 
Segala perbuatan yang mengganggu 
per�mbangan tersebut merupakan 
pelanggaran hukum seh�ngga petugas hukum 
waj�b mengamb�l t�ndakan-t�ndakan untuk 
memul�hkan kembal� per�mbangan hukum 
yang telah terganggu dengan melakukan 
reaks� adat. Menurut R.Soepomo, d� dalam 
s�stem hukum adat segala perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan hukum 
merupakan perbuatan �llegal dan hukum 
adat mengenal pula �kht�ar-�kht�ar untuk 
memperba�k� kembal� hukum j�ka hukum �tu 
d�langgar dan t�dak d�aku� keberadaannya. 

Perbuatan �llegal atau perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum adat d�sebut 
juga dengan del�k adat.Beberapa del�k adat 
yang mas�h berlaku dalam masyarakat ba�k 
yang tercantum dalam aw�g-aw�g desa adat 
maupun dalam catur agama, ya�tu k�tab-
k�tab yang memuat ajaran hukum H�ndu. 
K�tab Agama h�ndud� Bal� mas�h mengenal 
empat jen�s del�k adat ya�tu: 
1.  Del�k adat yang menyangkut 

kesus�laan 
2.  Del�k adat yang menyangkut harta 

benda 
3.  Del�k yang melanggar kepent�ngan 

pr�bad� 
4.  Pelanggaran adat karena kelala�an atau 

t�dak menjalankan kewaj�ban. 
Dalam hal �n� akan mengulas mengena�, 

del�k adat yang menyangkut kesus�laan 
dengan beraneka ragam bentuknya dalam 
pertumbuhannya mas�h banyak d�atur dalam 
aw�g-aw�g desa adat sepert� :
 -  Lok�ka Sanggraha 
 -  Drat� karma (berz�na) 
 -  Gam�a Gemana 
 -  Mem�tra Ngalang (Kumpul kebo) 
 -   Salah Krama. 

Ket�ka salah seorang warga adat d� 
Bal� melakukan suatu perbuatan melanggar 
hukum, dalam hal �n� yang d�langgar adalah 
hukum p�dana, maka sesua� dengan peraturan 
yang ada, sudah past� yang bersangkutan 
akan d�hukum sesua� dengan t�ngkat 
kesalahannya. Proses verbal dar� t�ngkat 
peny�d�kan, penuntutan sampa� akh�rnya 
d�ad�l� d� pengad�lan akan senant�asa d�jalan� 
oleh mereka-mereka yang beran� melanggar 
hukum. Setelah d�ad�l� d� pengad�lan 
dan mendapatkan von�s hak�m, yang 

5 Bambang Sunggono, 2009, Metodologi Penelitian 
Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.81.
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bersangkutan akan menjalan� hukuman d� 
Lembaga Pemasyarakatan. In� konsekuens� 
dar� penerapan konsep negara hukum. 
Pada suatu desa adat tertentu, kadang kala 
juga menerapkan sanks� tambahan kepada 
warganya yang melakukan t�ndak p�dana 
tertentu dengan cara menjatuhkan sanks� 
kedua berupa sanks� adat. 

Sanks� adat yang d�jatuhkan kepada 
pelaku t�ndak p�dana tertentu tersebut 
sangat bervar�as�, dar� sanks� yang sangat 
r�ngan sampa� sanks� yang d�rasakannya 
sangat berat. Seh�ngga pelaku t�ndak p�dana 
yang merupakan warga adat setempat 
harus menanggung sanks� dua kal�. D�satu 
s�s� harus mener�ma sanks� p�dana dar� 
negara, yang kedua mener�ma sanks� adat. 
Meng�ngat sanks� yang d�jatuhkan sangat 
bervar�as� sesua� dengan del�k-del�k adat 
tersebut dalam pandangan masyarakat adat 
Bal� men�mbulkan suatu keadaan t�dak suc� 
(Cuntaka). Cuntaka adalah suatu keadaan 
yang t�dak suc� yang berpangkal tolak dar� 
op�n� rasa hat� yang benar-benar bers�fat 
ga�b dan sul�t d�ukur. Keadaan suc� adalah 
suatu keadaan yang dapat menyebabkan 
ketenangan, keharmon�san, seh�ngga dapat 
menc�ptakan suasana keh�dupan yang 
se�mbang ba�k lah�r dan bath�n.
b. Padanan Sanksi Pidana Dalam 

KUHP Terkait Dengan Delik 
Kesusilaan.
Terka�t dengan permasalahan yang 

terjad� dan telah d�sebutkan pada latar 
belakang penul�san �n� maka apab�la 
perz�nahan tersebut d�lakukan dengan 
wan�ta yang belum berus�a l�ma belas tahun 
atau kalau umurnya t�dak jelas maka dapat 

d�kenakan sanks� sesua� pasal 287 ayat 1 
KUHP. Hal tersebut merupakan perumusan 
kejahatan terhadap kesus�laan, maka dar� �tu 
sela�n d�kenakan sanks� adat d�kenakan juga 
sanks� p�dana sebaga�mana d�atur d� dalam 
KUHP. 

Sela�n d�kenakan sanks� p�dana 
dalam KUHP dapat pula s� suam� yang 
men�nggalkan kewaj�ban sebaga� suam� 
untuk menafkah� �str� dan anak merupakan 
perbuatan penelantaran sebaga�mana d�atur 
dalam UU No : 23 Tahun 2004 Tentang 
PKDRT Pasal 5 huruf d, sesua� dengan pasal 
49 huruf a. d�mana seharusnya suam� dan �str� 
telah d�atur mengena� hak dan kewaj�bannya 
d� dalam UU No: 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkaw�nan.

3.2. Tindak Pidana Kesopanan Dalam 
KUHP

a. Kejahatan Perzinahan.
T�ndak p�dana kesopanan dalam hal 

persetubuhan t�dak masuk terhadap jen�s 
pelanggaran mela�nkan masuk pada jen�s 
kejahatan. Kejahatan yang d�maksudkan �n� 
d�muat dalam pasal yakn� 284 (perz�naan), 
kejahatan kesus�laan d� b�dang persetubuhan 
�n� d�tujukan untuk mel�ndung� kepent�ngan 
hukum kaum perempuan d� b�dang kesus�laan 
dalam hal persetubuhan. Jad� seorang 
lak�- lak� dan perempuan yang d�katakan 
melakukan kejahatan perz�nahan apab�la 
memenuh� unsur melakukan persetubuhan 
dengan perempuan atau lak�- lak� yang bukan 
suam� atau �str�nya, yang pada d�r� mereka 
mas�ng- mas�ng ter�kat dalam hubungan 
perkaw�nan. 
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Sementara �tu apab�la  ba�k lak�- lak� 
maupun perempuan t�dak tunduk pada pasal 
27 BW, maka keduanya ba�k lak�- lak� maupun 
perempuan t�daklah melakukan hubungan 
perz�naan. Beg�tu pula apab�la lak�- lak� dan 
perempuan t�dak sedang ter�kat perkaw�nan 
art�nya t�dak sedang ber�str� atau bersuam� 
melakukan hubungan persetubuhan t�dak 
termasuk dalam kejahatan perz�nahan. Apa 
yang d�maksud dengan persetubuhan atau 
bersetubuh, Hoge Raad dalam pert�mbangan 
hukum menyatakan bahwa persetubuhan 
adalah perpaduan antara alat kelam�n lak�- 
lak� dengan alat kelam�n perempuan yang 
b�asanya d�lakukan untuk memperoleh anak, 
d�mana keduanya berkontraks� seh�ngga 
mengeluarkan ca�ran yang d�sebut a�r 
man�.6 

Sampa� k�n� pengert�an bersetubuh 
sepert� �tu tetap d�pertahankan dalam prakt�k 
hukum. Apab�la alat kelam�n lak�- lak� t�dak 
sampa� masuk ke dalam alat kelam�n wan�ta 
walaupun telah mengeluarkan a�r man�, 
atau masuk tetap� t�dak sampa� keluar a�r 
man� menurut pengert�an bersetubuh sepert� 
�tu maka belumlah terjad� persetubuhan. 
Namun telah terjad� percobaan persetubuhan 
dan menurut ketentuan pasal 53 KUHP telah 
dapat d�p�dana karena telah masuk ke dalam 
percobaan berz�na.

 Pengert�an z�na menurut pasal 284 
yang d�syaratkan harus lak�- lak� ataupun 
perempuan yang telah kaw�n. Berlatar 
belakang pada pem�k�ran orang- orang belanda 
bahwa z�na �tu sebaga� bentuk peng�ngkaran 
perkaw�nan, yang berbeda menurut hukum 

adat yang berlatar belakang pada penodaan 
n�la�- n�la� kesuc�an pada persetubuhan.
Menurut hukum adat d� dalam persetubuhan 
�tu terkandung n�la�- n�la� kesuc�an. Oleh 
karena �tu untuk melakukannya d�perlukan 
syarat ya�tu perkaw�nan.Apab�la d�lakukan 
d�luar perkaw�nan maka d�anggap telah 
berdosa dan melanggar n�la�- n�la� kesuc�an 
�tu karena telah berz�na, oleh sebab �tu 
pelakunya harus d� hukum.

 Baga�mana kedudukan kejahatan 
perz�nahan �tu sepert� d�terangkan d�atas 
pada masa �n� dengan syarat- syarat sepert� 
yang telah d�sebutkan d�atas. Berdasarkan 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 8 
Tahun 1980 tanggal 31 Desember 1980, yang 
pada dasarnya ber�s� hal sebaga� ber�kut :
1. Seorang suam� yang t�dak tunduk 

pada pasal 27 BW yang t�dak ada �z�n 
ber�str� leb�h dar� seorang (menurut 
Pasal 3, Jo pasal 4 dan 5 UU Nomor 
: 1 Tahun 1974 Tentang Perkaw�nan) 
berlaku pula asas monogam� sepert� 
yang terdapat pada pasal 27 BW.

2. Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP 
berlaku pula terhadap para suam� yang 
t�dak tunduk pada pasal 27 BW dan 
t�dak ada �z�n dar� pengad�lan agama 
untuk ber�str� leb�h dar� seorang, 
yang melakukan perz�nahan sesudah 
berlakunya Undang- undang pokok 
Perkaw�nan.

3. Oleh karena �tu, seorang suam� yang 
berz�na ba�k hal tersebut d�lakukan 
dengan seorang perempuan yang 
telah kaw�n maupun t�dak kaw�n, 
melakukan perz�nahan �n� termasuk 
sebaga� pembuat (dader)
Bahkan ada putusan Mahkamah Agung 

6 Adam� Chazaw�,  Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. 
Rajawal� Pers Jakarta 2005. hlm.58.
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yang telah sedem�k�an jauh menafs�rkan 
pengert�an z�na seh�ngga z�na menurut hukum 
adat pun dapat d�p�dana, sebaga�mana dalam 
pert�mbangan hukum putusannya Nomor : 
93 K/Kr/1976 tanggal 19 Nopember 1977 
yang menyatakan sebaga� ber�kut :

Pengad�lan Neger� berwenang untuk 
memer�ksa dan memutus perbuatan yang 
menurut hukum adat d�anggap sebaga� 
perbuatan p�dana yang mempunya� padanan 
terhadap KUHP. Del�k adat z�na merupakan 
perbuatan yang terlarang mengena� 
hubungan kelam�n antara pr�a dan wan�ta, 
terlepas dar� tempat umum atau perbuatan 
tersebut d�lakukan sepert� d��syaratkan oleh 
pasal 281 KUHP, ataupun terlepas dar� 
persyaratan apakah salah satu p�hak kaw�n 
atau t�dak sepert� d�maksud dalam pasal 284 
KUHP.7

Kejahatan z�na �tu merupakan t�ndak 
p�dana aduan absolut, art�nya dalam segala 
kejad�an perz�nahan �tu d�perlukan syarat 
pengaduan untuk d�dapatnya s� pelaku atau 
pembuat pelakunya d�lakukan penuntutan. 
Meng�ngat kejahatan z�na adalah t�ndak 
p�dana untuk terwujudnya d�perlukan dua 
orang, d�sebut dengan penyertaan mutlak, 
yang t�dak dapat d�p�sahkan antara satu 
sama la�nnya (Onsplitsbaarheid). Walaupun 
s� pengadu mengadukan satu orang saja 
d�antara dua manus�a telah berz�na �tu, t�dak 
menyebabkan untuk t�dak d�lakukannya 
penuntutan terhadap orang yang t�dak 
d�adukan oleh s� pengadu.Akan tetap� jaksa 
penuntut umum, t�dak menjad�kan hapus 

haknya untuk t�dak melakukan penuntutan 
terhadap orang yang t�dak d� adukan 
berdasarkan asas opportun�tas. Hal �n� sesua� 
pula dengan pendapat Mahkamah Agung 
dalam pert�mbangan hukum putusannya 
Nomor : 52 K/Kr/ 1953 Tanggal 19 Maret 
1955 yang menyatakan bahwa suatu 
pengaduan per�hal kejahatan perz�nahan 
(OperSpel), yang oleh suam� hanya 
d�majukan terhadap s� lelak� yang melakukan 
perz�nahan �tu. T�daklah mungk�n berhubung 
dengan s�fat yang t�dak dapat d�p�sahkan 
(Onsplitsbaarheid) dar� pengaduan �tu 
(Pendapat Jaksa Agung ) pengaduan semacam 
�tu berart� pengaduan juga terhadap �str� 
yang melakukan perz�nahan, tetap� Penuntut 
umum leluasa untuk t�dak menuntut s� �str� 
�tu berdasarkan asas opportun�te�t.

Pengaduan yang d�maksud dapat 
d�ajukan dalam tenggang waktu t�ga bulan, 
bag� yang tunduk pada BW d��kut� dengan 
perm�ntaan bercera� atau p�sah meja 
dan tempat t�dur.Akan tetap� bag� yang 
t�dak tunduk dengan pasal 27 BW syarat 
yang terakh�r t�dak d�perlukan.Dalam hal 
pengaduan semacam �n� pasal 72, 73 dan 
75 KUHP t�dak berlaku.Pasal 72 mengena� 
pengadu yang belum dewasa yang umurnya 
belum genap enam belas tahun atau d� bawah 
pengampuan.Pasal 73 tentang korban yang 
berhak mengadu men�nggal dun�a.Pasal 75 
Tentang hak menar�k pengaduan dalam waktu 
t�ga bulan.Pengaduan dapat d�tar�k sewaktu- 
waktu sebelum d�mula�nya pemer�ksaan d� 
s�dang pengad�lan. Dalam prakt�k pada s�dang 
pertama hak�m terleb�h dahulu menanyakan 
pada saks� pengadu apakah d�a tetap akan 
meneruskan pengaduannya ataukah akan 
menar�knya. Apab�la dalam s�dang �tu s� 

7 R. Achmad Sumad� d� Praja, Himpunan Putusan- 
putusan Mahkamah Agung disertai Kaedah kaedahnya.
Bandung, 1997.
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pengadu menyatakan menar�k pengaduannya 
maka hak�m t�dak akan melanjutkan dan 
menghent�kan pemer�ksaan. Apab�la s� 
pengadu pada s�dang pertama t�dak menar�k 
pengaduannya untuk seterusnya maka d�a 
t�dak dapat lag� menar�k pengaduannya �tu.

 Apab�la rumusan pasal 287 ayat 
1 d�r�nc� terdapat unsur- unsur sebaga� 
ber�kut:
1. Unsur  Obyekt�f : perbuatannya 

(bersetubuh), obyek  dengan perempuan 
d�luar kaw�n), yang umurnya belum 
15 tahun, atau j�ka umurnya t�dak jelas 
dan belum waktunya kaw�n.

2. Unsur Subyekt�f : d�ketahu� atau 
sepatutnya harus d�duga bahwa 
umurnya belum 15 tahun.8

Berbeda dengan pasal 285 dan 286 
d�mana persetubuhan �tu terjad� d�luar 
kehendak korban perempuan, pada pasal 287 
�n� persetubuhan �tu terjad� atas persetujuan 
atau kehendak perempuan �tu send�r� art�nya 
suka sama suka letak patut d�p�dananya 
adalah pada umurnya yang belum l�ma belas 
tahun dan belum waktu untuk kaw�n.

Perbuatan perempuan yang belum 
berumur 15 tahun, sesua� pasal 284 tetap 
merupakan perbuatan turut berz�na, 
namun terhadapnya t�dak boleh d�p�dana 
karena dengan berdasarkan pasal 287 �n� 
perbuatannya �tu keh�langan s�fat melawan 
hukumnya perbuatan. Jad� d�s�n� terdapat 
alasan pen�adaan p�dana d�luar Undang- 
undang. Sementara �tu s� lak�- lak� yang 
telah ber�str� �n� d�a telah melakukan 2 t�ndak 
p�dana sekal�gus (berbarengan) yakn� pasal 

284 sebaga� pleger (pembuat pelaksana ) dan 
pasal 287 sebaga� dader (pembuat tunggal). 

IV. PENUTUP
a. Kesimpulan.

Dalam kasus perz�nahan yang dalam 
�st�lah hukum p�dana adat d�kenal dengan 
drat� karma merupakan suatu perbuatan 
yang meny�mpang dan melanggar del�k 
kesus�laan dalam hukum adat. Hal tersebut 
merupakan pelanggaran yang d�anggap 
ser�us dan sekal�gus merupakan perbuatan 
yang merusak moral serta per�laku yang 
merusak keharmon�san dan kese�mbangan 
seh�ngga men�mbulkan keadaan t�dak 
suc� (cuntaka). Dalam hukum p�dana adat 
perz�nahan merupakan pelanggaran del�k 
kesus�laan yang d�kenakan sanks� adat, 
sanks� tersebut dapat berupa pengas�ngan 
(kesepekang), sanks� sos�al, sanks� denda dan 
sanks� t�dak d�ber�kan hak- haknya selaku 
warga adat setempat. Sanks� adat memang 
d�kenal sangat berat apab�la d�terapkan 
karena sanks� yang d�t�mbulkan terkadang 
d�jatuhkan tanpa adanya hukum tertul�s dan 
sanks�nya lah�r dar� sebuah konsensus yang 
menjad� kesepakatan warga adat setempat.
Sela�n penjatuhan sanks� adat, perbuatan 
perz�nahan tersebut d�kenakan pula sanks� 
p�dana dalam KUHP sebaga�mana d�sebutkan 
dalam pasal 284 ayat (1) Jo 287 ayat (1).

b. Saran.
Agar dalam proses penegakan 

hukum hendaknya aparat penegak hukum 
dalam penegakan peraturan yang bers�fat 
nas�onal (KUHP) dan perangkat desa yang 
menegakkan peraturan desa setempat 8 Pasal 287 ayat 1 dan 2, Kitab Undang- Undang Hukum  

Pidana ( KUHP )
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yang lah�r berdasarkan kear�fan lokal 
mas�ng- mas�ng  leb�h memperhat�kan dan 
mement�ngkan konsep- konsep kead�lan. 
Kepast�an hukum d�terapkan berlandaskan 
pada Undang- undang dan Dasar Negara 
Pancas�la. Penegakan hukum yang t�dak 
berart� cendrung terhadap penjatuhan 
sanks� mela�nkan mengutamakan kead�lan 
( Restorat�ve Just�ce ) seh�ngga masyarakat 
pada umumnya dapat memaham�, menyadar� 
dan mematuh� norma- norma yang berlaku.
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